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Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi 

dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak 

memperoleh  informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 mendorong 

warga negara untuk berperan aktif dalam setiap kebijakan publik pada badan publik dan 

sekaligus memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi 

Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani 

permohonan Informasi Publik. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) adalah menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan 

informasi tentang kegiatan dan produk unit kerja secara akurat dan tidak menyesatkan.  

Terkait dengan tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

menetapkan standar layanan informasi publik di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini, 

diharapkan Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi (PPID) mampu memberikan 

pelayanan informasi secara cepat dan tepat. 

 

HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK : 

Yaitu pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan 
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

AZAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK : 

1. Transparan, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan. 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 
dan penerima pelayanan denga tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendororng peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak, yaitu pelayanan yang tidak melakaukan diskriminasi dilihat dari aspek 
apapun khususnya suku, ras, agama, golongan status sosial, dan lain-lainnya. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pelayanan yang memperhatikan aspek 
keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan informasi publik. 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya harus 

memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku 

untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima 

pelayanan informasi publik. 

 MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  

(SESUAI ALUR) 

 

BIAYA / TARIF 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara 

gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan , pemohon informasi publik dapat 

melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau 

biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi. 

 


